
BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : og T/|rn r :'r)t I

'ENJABARAN 
rucAs poKoK, rltnl[t$lro^o,on ,ucAs DAN rAra KERJA

KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PTHTU OAH
PENANAMAN MODAL KABUPATEN MAROS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI I,AROS,

Menimbang; a. bahwa untuk melaksanakan kgtentuan pasat 14 ayat (2) peraturan
Daerah Kabupaten Maros Nomor 22 fahun 2008 tintang Organisasidan Tata Kerja .Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Marossebagaimana telah diubah dangan peraturan Daerahlohor OS fahun2010 tentang perubahan kedua atas peraturan baerah KabupatenMaros, maka dipandang perlu menyu"un tugas po[&, fung"i, tii;i;nTugas dan Tala Keja Kantor petayanan i"rp"i, S"tu pinfu danpenanaman Modal Kabupatan Marosi

b. bahwa berdasarkan 
,pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a di atas, maka perlu nienetapkan- i"rat"ra" Bupaiib;6;;penjabaran Tugas pokok, Fungsj, uraLn fugas da;iata Kerja KantorPetayanan Terpadu Satu pint;dan pun"n",iin lrftai;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Reiubtik lndonesia
Tahun 1959 Nomor-74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822):

2. Undang_Undang Nomor I tahun 1974 tentang pokok - pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nolmor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
tetah diubah dangan Undang_undang Nomor 43 Tahun 19gg(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor i69,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomo,3g9O):

3. Undang-undang Nomor 10 tahun
Peraturan perundang-undangan

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 53.
Republik Indonesia Nomor 4399):

2004 tentang pembentukan
(Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang pemerintahan Oaerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor t2i,Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia N.rn i Uijlsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undano_undang Nomo|t2 Tahun 2OOB tentang purrO"t 
"n 

-kJui -li"'.
undang-Undang Nomor 32 tahun 2Oo4 teniang p"r"rint"i"n 6"JJ(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g N;r;;-;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844):



5. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang pedoman
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 165,
Tambahan Lembaran Nogara Republik Indonesia nomor 4593):

6. peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang pembagian
Urusan pemerintahan antata pemedniah, pemerintah Daerah
Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. peraturan pemerinlah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor
4741):

8. peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 20Og tentangurusan pemgnntahan yang menjadi kewenangan pemerintah
Kabupaten Maros (Lembaran Daorah Kabupaten 

-Maros 
Nomor 7

Tahun 2009);

9. peraturan Oaerah Kabupatsn Msro$ Nomor 22 fahun 2OOg tentano
Struktur Organisasi dan Tsta Kerja Lembaga Teknis Daerai
Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2OOg), sebagaimana
telah diubah bebgrapa kali lorakhir dengan pgraturan Daerah
Kabupaten Maros Nomor Og Tahun 2O1O tentang perubahan Kedua
atas peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2OOg tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Maros
(Lembaran Oaerah Kabupaten Maros Tahun 201O Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATUMN BUpATt MAROS TENTANG PENJABAMN TUGAS
POKOK, FUNGSI, UMIAN TUGAS DAN TATA XiN.N XNHTON
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 'l

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintah Oaerah adalah Bupati beserta perangkat daerah a€bagai unsurpenyelenggaraan pemerintahan Daerah:
3. Bupatiadalah Bupati Maros:

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretari8 Daerah Kabupaten Maros;
5. De-sentralisasi. adalah penyerahan wewenang pemerintahan olen pemenntahkepada daerah otonom untuk mengatur dari menguru" uar"n pemerintahan

dalam sistem Negara Kesatuan Repiblik Indonesia;
6. Tugas.pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepad3 daarah dan/atauDesa dari pemerintah Kabupaten-untuk mur"l""n"t"n tlga!'ili;ir;
7. Kantor adalah Kantor pelayanan Terpadu Satu pintu dan penanaman Modal;



8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu pintu dan
Penanaman Modali

9. Tugas pokok adalah lkhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;
'10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas pokoK;

11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang
merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang.iabatan;

12. Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsionat pada
Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabubaten Maros.

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URATAN TUGAS

Kopala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pgnanaman Modal

Pasal 2

(1) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan penanaman Modal dipimpin oleh
Kepala Kantor yang mempunyai tugas pokok membantu pimpinan dalam
melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan
pedoman, petunjuk teknis pelayanan terpadu satu pintu dan Denanaman
modal berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan ;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud ayat (j), Kepala Kantor
mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan
penanaman modal serta pengembangan jaringan informasi perizinan dan
penanaman modal:

b. penyelenggaraan urusan pengembangan
terpadu satu pintu se(a pelayanan umum
perizinan dan penanaman modal

c. pembinaan dan melaksanakan tugas di
modal:

pengelclaan, pelayanan
di bidang pengelolaan

bidang perizinan dan penanaman

d. pelaksanaan tugas lain yang diborikan Bupati sesuai dengan tugas dan
lungstnya;

(3) Uraian tugas Kepala Kantor Pelayanan f,orilinan Satu pintu dan penanaman
Modal :

a. mengkoordinasikan penyusunan re||cana strategis (Renstra) dan rencana
kerja (Renja) dinas pendidikan sobagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas:

mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi DetuniuK
pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tujas
berjalan lancar:

memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang lelah dJn belum
dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi keda;
merumuskan dan menetapkan kebijakan dan pedoman penyelenggaraan
dan pengembangan perizinan dan penanaman modal;
melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,

melaksanakan ikatan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan:
melaksanakan pedoman penyelenggaraan dan pengembangan
penzrnan dan Denanaman modal:
melaksanakan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
menyelenggarakan penyelamatan arsip dan dokumen pelayanan
perizinan dan penanaman modal;

f.

g.

n.

i.



j. menyelenggarakan proses p;rizinan Bosuai kelentuan yang bertat(u;
k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
l. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan

sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

Pasal 3

Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal terdiri dari:

a. Sub Bagian Tata Usaha;
b. Seksi Sumber Daya Alam;
c. SeksiJasa Usaha;
d. Seksi Penataan Wilayah;
e. Seksi Penanaman Modal
T. ltm leknrs

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal4

(1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oteh Kepata Sub Bagian yang mempunyai
tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melakukan p€nyusunan
rencana dan penyelenggaraan tugas-tugas ketalausahaan yang meliputi
admnistrasi umum kepegawaian, perlengkapan dan Keuangan serta
penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha:
a. menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) kegiatan

kanior pendapatan daerah s€bagai pedoman dalam p€laksanaan tugas:
b. memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kinerja

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas bedalan lancar;

c. menyusun standar operasional prosedur (SOp) setiap kegiatan kantor
pendapatan daerah;

d. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi surat tugas dan perjalanan
dinas pegawai;

e. menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
(LAKIP)i

f. melakukan penatausahaan pemungutan serta koordinasi dengan Satuan
Kerja Perangkal Daerah (SKPD) dan lembaga terkait dalam upaya
peningkatan penerimaan pendapatan;

9. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
h. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
i. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
j. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan Rencana Keria

Anggaran (RKA) dan Dokumen petaksanaan Anggaran (DpA);
k. mengendalikan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
L melaksanakan koordinasi dengan unil-unit torkait;
m.menyusun taporan hasil pelaksanaarr tugas dan memberikan saran

pertimbangan kepada atasan 6sba0oi bohan perumusan kebijakan;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain yalg diperintahkan oleh atasan sesuai

bidang tugas untuk msndukung kelancaran petaksanaan tugas;



Seksi Sumber Daya Alam
pasal s

(1) Seksi Sumber Daya Atam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kintor dalam metakukanpenyusunan rencana, koordinasi, menyiapkan bahan pembinaan danpengembangan objek-objek perizinan di Seksi Sumber Daya Ahm.

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Sumber Daya Alam:
a. menyusun 

.rencana kegiatan seksi Bumber daya alam sebagai peooman
dalam pelaksanaan tugas;

O illT9:r: !",:t"k, .bimbingan 16knlr, pongawaaan dan penitaian kinerja
Kepaoa Dawahan sehingga pelak80nt|txr tugas berjalan lancar:

c. penyediaan dala dan informasi pongonlbangan objek_objek perizrnan;
d. melakukan pemeriksaan, penelitian data Demohon:
e. melakukan penetapan mekanisme dan persyaratan serta bimbinganpengisian blanko perizinan Seksisumber Diya Atam;
f. melaksanakan penyederhanaan dalam proses perizinan, waKu dan

brava:

g. memberikan pelayanan secara trasparan dan terbuka;
n. mengkoordinasikan dengan unit kerJa terkait, pengelolaan ooKumen,persyaratan, perizinan mulai dari tahap permohona-n sampai terbitnyadokumen perizinan (sertifi kat);
i. melaksanakan proses perizinan-sesuai dengan ketentuan yang berlakupada Seksi Sumber Daya Alam (SDA);
j. menyusun laporan. hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saranpentmDangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kabijakan;
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasansesuai bidang tugasnya untuk mendukurig L"l"ni"ran f!i"i."i"ln trg"";

Seksi Jasa Usaha

Pasal 6
(1) Seksi Jasa Usaha dipimpin oleh

membantu Kepala Kantor dalam
menyrapkan bahan pembinaan
Seksi Jasa Usaha

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Jasa

a. menyusun rencana kegiatan
petaksanaan tugas;

Kepala. Seksi yang mempunyai tugas pokok
metakukan penyusunan rencana, koordinasi,

oan pengembangan objek_objek pedzinan di

Usaha :

seksi jasa usaha sebagai pedoman dalam

" nT9:rj petunjuk, 
.bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian krnerjaKepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. menyiapkan data informasi pengembangan objek_objek perizinan:
d. melakukan pemeriksaan dan penelitian data pemohon:
e. melakukan. penetapan mekanisme dan persyaratan serta bimbtnganpengisian blangko perizinan Seksi Jasa Usaha;

melaksanakan penyederhanaan perizinan, proses waktu, dan biaya;
memberikan pelayanan secara trasparan dan terbuka;

:l"j*::rdli:l9".dengan. unit kerja. terkait dan tim teknis, pengetotaanooKumen, persyaratan, perizinan fi
tertitnya ajtunien p!iiir,ii,i'?l'"iirir'jli' 

dari tahap permohonan sampai

t.

h.



(1)

(2)

i. melaksanakan proses perizinan sesuai ketentuan yang berlaku pada Seksi
Jasa Usahai

j, menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memborikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan porumusan kebiakan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas;

Soksi Psnataan Wilayah

Pasal 7

Seksi Penataan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepata S€ksi yang
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Kantor dalam melakukan
penyusunan rencana, koordinasi, menyiapkan bahan pembinaan oan
pengembangan objek-obiek perizinan di Seksi Penataan Wilayah.

Uraian tugas Kepala Seksi Penataan Wilayah :

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Penataan Wilayah sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

b. memberi petuniuk, bimbingan leknis, pengawasan dan penilaian kinerja
kepada bawahan sahingga palaksanaan tugas berjalan lancar;

c. penyediaan data dan informasi pengornbangan obrek-ob.iek perizinan,

d. melakukan pemeriksaan, penelitian (lnt.t pemohon;

e. melakukan penetapan mekanisnro r persyaratan serta bimbingan
penglsian blanko psrizinan Seksi P(}nat.ran Wilayah;

f. melaksanakan penyederhanaan dalam proass perizinan, waKu dan braya;
g. memberikan pelayanan secara trasparan dan terbuka:
h. mengkoordinasikan dengan unit kerja terkait, pengelolaan dokumen,

persyaratan, peizinan mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya
dokumen perizinan (sertifi kat);

i. melaksanakan proses perizinan sesuai dengan ketentuan yang be aku
pada Seksi Penataan Wilayah;

j. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertambangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesual
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

Seksi Penanaman Modal
pasat I

(1) Se.ksi Penanaman.Modal dipimpin oleh Kepata Seksi yang mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Kantor dalam menyelenggarakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah urusan di bidang penanaman modal oaerah.

(2) Uraian tugas Kepala Seksi penanaman Modal :

a. menyusun rencana kegialan seksi penanaman mod€l sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas:

b. memberi petunjuk, bjmbingan teknis, pengawasan dan penilaian kinerja
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. melaksanakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daeran yang
meliputi pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal,
pelayanan penanaman modal, dan pengendaiian dan pengawasan;



melakukan Derencanaan oenanaman modal daerah meliouti
pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal,
pelayanan penanaman modal dan pengendalian dan pengawasanl

melaksanakan pembinaan dalam bidang pengembangan penanaman
modal promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal dan
pengendalian dan pengawasan;

menyiapkan data dan informasi pengembangan obyek-obyek penanaman
mooat:

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi penanaman modal dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebUakan;

h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas.

BAB III
TIM TEKNIS

Pasal 9

Tim Teknis mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan leknis di lapangan dan
memiliki kewenangan unluk memberikan saran pertimbangan dalam rangka
memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan
perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis
terkait dengan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman
Modal.

. Pasal 10

('l) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada pasal I beranggotakan masing-
masing wakil dari Satuan Kerja Perangkat DaeEh terkait yang mempunyai
kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Teknis dimaksud ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor melalui Kepala Seksi yang borsesuaian.

(3) Jumlah Tim Teknis dimaksud ayat (1) prsal ini ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Passl 11

(1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari PNS yang
memenuhi syarat atas usul Sekrotaris Daerah selaku ketua tim
BAPERJAKAT,

Kepala Sub Bagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris
Daerah selaku ketua tim BAPERJAKAT atas pelimpahan kewenangan Bupati;

Pejabat fungsional pada badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah selaku ketua iim BAPERJAKAT berdasarxan
peraturan perundang- undangan.

d.

f.

s.

(2)

(3)



BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pinrpinan unit organisasi dan kelompok
jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordlnasi, integrasi dan sinkronisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam
lingkup pemerintah daerah serta dengan lnslansi lain diluar pemerintah daerah
sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam unit kerja bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk
baga pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan monyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

Pasal .16

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjul dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang sacara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan
masing - masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka keputusan atau peraturan
Bupati yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini
dicabut dan drnyatakan tidak berlaku.



BAB VII
PE UruP

Pasal 20

P€ratJran Bupati ini b€deku s€jak tanggal diutdangkan,

Agar ssthp orang dapat m€ngetahuirrya, npmedntahkan p€ngundangEn
PeratuFn Bupati ini dcngan p€ndytp€tannya dalam Bedta Da.rah Klbupatm
Maro8.

3 J.!je,rl ZOl l
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